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o 'PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSEANTAR: T

' NOMOR 6 TAHUN 2011
 TENTANG o
PAJAK DAER AT

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MABA ESA

Memmbgg_:_- R : .
a. bahwada]amrangkamenmgkaﬂ(ankemandmandaerahdalamhal
- pembiayaan - keuangan daerah serta meningkatkan partisipasi
. masyarakat dalam pembangunan daerah, maka dipandang perlu
‘menambah jumiah dan mengatur kerubali perpajakan Daecrah yang

" . -berlaku di Kota Pematangsiantar sehingga lebih efektif dan menjamin

kepastlanhukum dalamberusaha sehmgga merangsang pertumbuhan .

‘ekonomi yang baik;

b bahwa dengan berlaklinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

- ‘tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi-
-‘-pelaksanaannya perlu dlatur telsendm dengan Peraturan Daerah; =

R : :'-dan hurut b, perlu membentuk Peraturan Daerai tentang Pajak Daeran

- Mengmgat




- Mengl_lgéf_: -
1.

Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan

" Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi -

- -Sumatera ‘Utara “(Lémbaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun:1956 " :
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor o

092 o

'Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana .
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undansz Nomor 19 Tahun 1997 tentang Peragihan™ Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

‘Nosor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik- Indonesia Nomor
3686) sebagalmana telah diubah. dengan’ Undang-Undang' nomor 19
- Taliun 2000 tentang Perubaban Atas: U ndang-Undang Nomor 19 Tahun.‘ :

1997 tenta:ng Penagihan Pajak Dengan Surat Pakss' (Lemhaxan Nega

Republik Indonesia. Tahun -2000° Nomor 129, Tambahan: Lanbaran |

- Negara Republik Indones1a Nomor 3987);
'Undang-Undang Nomor I4 Tahun 2002 tentang Pengadllan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Le minran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ksuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) .
’sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
e UndangNomor 12 Tahun2008 tentangPerubahanKeduaAtasUndang—u o
¢ -Undang Nomor 32 -Tahun 2004 fentang” Pemerintahan Daerah =~

. (Lembaran Negara | Republik’ ‘Indonesia * Tahun 2008 Nomor 59, -
' _TambahanLembaranNegaraRepubthndonwaNomor4844), T

7Undang-Umdaﬂg




S Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ”tehtaixg "I"enmbahg'an'
‘Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

-~ (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor - 176 :

T ambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomior 4438), R
. f__8.'-'<Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

.~ Retribusi Daerah 1(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009:
" ‘Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor '

- 5049),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitzb
Undang—Undang Hukum Acara Pidapa (Lembaran Negara Republik

P o - TNOY BT .ot T 0 -
Inddaoxda Takn 1993 INoimiot JU, Latvaiail L..CIIIBI'aIl Negara

Republik Indonesia Nomor 5161);

*10. Peraturan Pemeri ntah Nomor 15 Tabun 1986 tentang Perubahan Baias
 Wilayah Kotamadya Daerah ngkat 11 Pematangsiantar dan Kabupaten
- Daerah Tingkat 1T Slmalungun (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 1986 Nomor 21, 'Tambahan Lembaran. Negara Repubhk '
Indonwa Nomor 3328); . :

~11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
- . Urusan Pemerintah antara Pemerintah, ‘Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomor 4737);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang “Tata Cara
 Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan .
- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor
J5161; 0

" 13, Peraturan pemenntah Nomor 91 Tahun 2010 tcntang Jenis Palak |

.- Daerah Yang Dipungut’ Berdasa_kan Penetapan Kepala Dacra.. Atan

, "‘f‘;leayar Sendiri Oleh ‘Waijb = Pajak - (Lembaran Negara™ Repubhk_ ». s

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara S
B ,’Repubhk Indonesna Nomor 5179) - .
e ' ~ 14.Pera1uran
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15

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/P)VK.07/2010 tentang Badan

_dan Lembaga Internasional Yang Tldak D]kenakan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah danBangunan L : -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK 07/2010 tentang Badan e

atau 1 erwakik m Let ~ nb aga It emasional Yangi idak lecnakan Pajak
Bmm dan Ban gunan P ~rdesaa n dan Perk otaan; . ‘

16

17.
* Urusan Pemenntahan yang Dlselenggarakan Pemenntah Kota
) Pematangsnantar B

18. Peraturan Daerah Kota Pematangsmntar Nomor 2 Tahun 2010 tentang o

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah ngkat II Pematangsxantar
Nomor 5 Talun 1993 Tentang Penghun jukan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan
Dacrah Yang Memuat Ketentuan Pl\,ana,

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang

. Susunan Orgamsam dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekret ariat

19.

20.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota
Pematangsnantar ' ‘

Peraturan Daerah Kota Pematangsxantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Pematangmantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pematangmantm‘ Nomor 2 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kota Pematangsnantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kota Pematangsmntar Nomor 3 Tahun 2011; .
. Peramran Daerah KotaJ?emaiangsmnIar Nomor 5 Tahun 2010 tentang

- ’g_Susunan Orgamsam dan Tata VKerja‘Kemmatan d1 Kota

.

-Peraturan DaerahKota Pematangs1antar Nﬁmo 6 Tahun 20}0 tentang -
S ~»Susunan Orgamsa31 dan Tata Kem Kelurahan d1 Kota Pematangsmntar

Dengan

| Bty 4




R Demgam Persetujuan Bersama o
DEWAN PERWAK[LAN RAKYAT DAERAH KOTA’
: PEMATANGSIANTAR P
O '*dan""-‘ o LR e T

- MEMUTUSKAN :

V Menetankan : ' e _—
’ PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

_ j - BABI ,
KETENTUAN UMUM
- o l’asall .
DalamPerauuanDaerahml,yang dlmaksud dengan
1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar; |
2 Pemenntahan ‘Daerah adalah penyelenggaraa’n urusan pemeri‘ntahan

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat ‘Daerah .

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
yang scluas-luasnya. dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan -
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. 3. Pemerintsh Daerah adalsh Walikota dan Perangkat Dacrah sebagal
- unsnrpenyelenggara pemermtahandaerah,

7L 4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah ‘yang. selam umya dlsmgkat DPRD -

 “adalah lembaga perwakilan- mkyat dacrah sebagaJ unsur penyel-ggaraf -

PemenntahanDaerah. ' - o

By s
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A Wahkota adalah Wahkota Pematangsmntar

~ Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset .
' Dacrah Kota Pematangsmntar R L

. '}'Kiepala Dinas adalah Kepala Dinas’ Pendapatan, Pengelolaan Keuangan R
- .dan Aset Daerah Kota Pematanosaa_ tar; . -

':Pejabat adalah Pegawal Ne@n Slplj yang dlhun_]uk oleh Kepa]a;’:':it

Daerah,

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk |

oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Dacrah.
Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota.

Pajak Dagrah, yang selanjumya disebut Pajak, adalah kontnbusx wapb_ '
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atan badan yang

‘bersifat - memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan tidak

mendapatk an imbalan sécara langsung dan digunax{an untuk keperhlan '

. Daerah bagl sebesar- besarnya | kemakmuran rakyat. -

: ‘Badan adalah selmmpulah orang dan/atay modal yang mempakan
" kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan " terbatas, perseroan komanditer,

* perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atan badan

usaha milik daerah (BUMD) dengannamadandalambentukapapxm,
firma, kongsi, koperas1, dana pensnun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atan organisasi
linnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

KasUmumDacrahadalahKasUmmnDaelahKotaPematangsmntar

Pa Jak Hotel adalah pa Jak atas pelayanan yang dlsedlakan oleh ho te],

1 3 .H U [el GO




s,

:Hotel adalah f.asﬂltas penyedla jasa pengmapan/ penstlrahatan fermasuk

~ jasa terkait lainnya lamnya dengan dlpungut bayaran, yang mencakup

"+ . “juga motel, losmen, gubuk par1w1sata, wisma pariwisata, pesanggrahan, -
.- rumah penginapan -dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah -::.f

K kamar lebih dari 10 (sepuluh); -

16. Paigk R Restoran adalah pa;,ak aas pelayanan yang dlsedl akan Oleh
L “frestoran, el e

o
s,
.

20
2L

Restoran adalah fi asdxtas penyedJ.a makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bardanse]emsnyatermasukjasaboga/katenng .

Pajak Hiburan adalah pei; iak atas penyelenggaraan lu'buran,

_Hlburan ada!ah semua jenis tontonan, pertunjukan permaman dan/atau
: keramamn yang dlmkmail dengan dlpungut bayaran v

:Pix.;ak Reklame adalah pajak atas. penyelenggaraan reklame

Reklame adalah’ benda, alat, perbuatan atau medla yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
mengani urkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum

»"telhadapbarangjasa,orangataubadanyangdapatdﬂihat,dlbaca,

22.

dldengar dirasakan dan/atau dm;kmatl oleh umum;
Pajak Penerangan Jalan adalah paJak atas penggunaan tenaga listrik,

' balkyangdlhasdkansendmmaupundlperolehdansumberlam,

23,
_badanjalan,bmkyangdlsedlakanberkmtandenganpokokusaha
"imaupunyangdlsedlakansebagalsuatuusaha,tennasukpenyedlaan' _
_*tempat pemupankendaraanbmotor L Lo
Parklr adalah keadaan tldak bergerak suatu kendaraan yang tldak o

_;{.‘bers:fat sementars : ERa
N PaLak Alr Tanah adalah pajak atas pengambllan dan/atau pemanfaatan' S

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di Tuar




- 26. Au' Tanah adalah air y‘ang terdapat dalam laplsan tanah atan batuan di
- ‘bawah permukaan tanah; _ -
27 : Papk Bmm dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan ada]ah pajak atas

' bumi-dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atat dimanfaatkan
~ ‘oleh orang ‘pribadi -atau ‘badan, kecuali kawasan yang dlglmakan unluk o

o ke glaian usaha perkebunan, perhutanan dan pet’(ambangan,

ZSBuml adalah permukaan bumi yang mellputl fanab dan perau‘an

pedalaman serta laut wilayah Kota Pematangsiantar;

29, Bangmanadalahkonsm;ksnekmkyangdxtanamataudﬂekatkansecata
tetap nah tanah dan/atan perairan pedakman dan/atav laut;

- 30. Nilai Jual Objek Paiak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga
. rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yamg terjadi secara
wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan -
- melahu perbandmgan harga dengan objek Iam yang sejems, atau mlal :
o perolehanbaru, atau NIOPpenggantl, o ;
3L Bea Perolehan Hak' atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
- dtsmgkatBPH’I‘BadalahPajakataspemlehanhakatastanahdan/atau
- bangunan;
32. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atan
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
' dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan; .
33, Hakatas Tanah dan/atan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
- pengeélolaan, berserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud
, dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan; _
34, Sub)ekPajakadalahorangpnbadlmbadanyangdapatdxkenakaa '
1;.7}_ 35 Wapb Pal_,ak adalah orang pnbadl atau badan, mehputl pembayar pajak, .

. pemotong pajak; -dan pemungut peiak, yang mempunyai hak ‘dan
kev.aﬁban perpayakan sestai dengan ketemtuan peratm'an per-mdang ’

' 36Masa

| @JMH S e 8




- 36.

Masa Paj'ak’ adalah Jangka waktu 1 (satu) ‘bulan kalender atau Jangka

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3

- ;f(tlga) bulan kalender, yang menjadi dasar - bagi Wajib PaJak untuk_

menghitung, menyetor danmelaporkan Iﬂlﬁk yang terhutang, S

By o
- kalender, keciali bila Waijb Pajak menggunakan tahun buku yang tldak o

Ta_xun Pajak adalah Jangka waktu ‘yang lamanya 1. (satu) tahun |

 'sama dengan talun kalender;

38.
* - dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketenivian. peraturan o enmdang—wm;lan@n ger;np.k an

39,
. data objek dan subjek pajpk, penentuan besarnya pajk yang ferutang

Parakyangterutangadalahpajak yangharusdibayarpadasuatusaatm |

daelah,
Pemungutan adalah suatu rangkaian keglatan mulai dari penghxmpunan

- 'sampm keglatan penagihan pajak kepada Wajlb Pajak serta pengawasan

40,

yetomnnya, ‘
Surat Pembentahuan Pajak Daerah, yang selanjumya dlsmgkat SPTPD

. adalah surat' yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan ]
" ‘penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pai iak dan/atau_bukan

41.

82

“objk pajek, dan/atau harta dan kewaijban sesuai dengan ketentuan
 peraturan perundang-undangan perpajakandae:ah, :

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selaniutnya dxsmgkat SPOP

“adalah surat yang digunakan oleh Wajib Paipk untuk melaporkan data

subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan dacrah;
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah

. bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
‘-;m.ggunakanfumnﬂnatautelahdﬂakukandengancamlamkekas"»_

L , ,_daerah melalm tempat pembayaran yang dltun;uk oleh Kepala Daerah,

43, Surat Ketetapan Pajak Deersh, yang elanjutnya disingkat SKPD,
S .-adalahsufatketetapaapajak ymmemukmbeamahpokok:

| 44 Surat




" 44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT,
_adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
- .~ Bumi -dan- Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada o
A Wau.b Pa_]ak B e
/45, -Surat Ketetapan - Pajak Daerah Kurang Bayar yang selaujutnya
. disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumiah kekurangan -
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar; ,
- 46 Surd Ketetpan Paiak Darah Kuraiig ~Bdyd ~ 3&iohhan, vanz
"~ selanjutya dlsmglmt SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah dltetapkan,

47. Surat Ketetapan | Paiak Daerah Nihil, - yang selanjumya dlsmgkat :
~ SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok
pa;ak sama - b%amya dengan ]umlah kredzt pa;a.k atau pajak tldak
terutang dan tidak ada kredit paiak _

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjumya dlsmgkat
SKPDLB adalah surat ketetapan paiak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari
_pada jumlah pajak yang terutanug atau seharusnya tidak terutang; -

49. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sank31 ‘administratif
berupa bunga dan/atau denda; '

50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetu]kan

. kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
" ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpaiakan
~ dderah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
. _Ketetapan Pajak Dacrah, Surat Ketetapan Papk Daerah Kurang Bayar,
o St thpt_pgn Pa_;ak Nerah "Kurang Bayar Tmp.hahan quat R
Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih -
e "-Bayar, Surat Taglhan Pa]ak Daerah, Sutat Keputusan Pembetulan, atau ,
51 Surat

Doy tf.f:; — .




- 51,

"'Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan alas keberatan

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak

' “Daerah, Surat Ketetapan Pajek Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
i Pajak Dagrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Paiak Daerah

!.b)

‘Nihil, Surat Ketetapan Pajpk Daerah Lebih Bayar atau terhadap o
pemotongan atau pemungutan oieh pmak Ketlga yang dlaylkan oleh__ o
'Waijb Paiak; - .

Putusan Bandmg adalah putusan badan perad:lan paJak atas bandmg
terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh ‘Wapb Pajak;

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan 'yang

‘meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan

_menyusun iaporan keuangan berupa neram don laporan laba rug1 untuk -

. penode Tahun PaLak tersebut,

54,

Pemeriksaan adalah serangkalan keglatan menghlmplm dan mengolah "

- data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

- proficsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. untuk menguji
_kepatuhan pemenuhdn kewajiban perpajakan daerah danfatan untuk -

‘tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketenman peraturan perundang-

3.

undangan perpajakan daerab;
Penyidikan  tindak pidana dlbldang perpalakan daerah

- gerangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

" mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana -di bidang perpajakan daerah yang tegadl serta menemukan

l ]l]ya-

7 By T



NAMA,OBJEK DAN SUBJEK o
| P&S&lz ) R

Pajak Daerah yang dlpungut di wﬂayah Kota Pematangsmntar terdm a tas

A Denga.n nama’ Pa;ak Hotel dlpungut pajak atas set:ap pelayanan yang”"

b.

‘disediakan oleh Hotel

Dengan nama Pajak Restoran dlpungut pala.k atas setxap pelayanan yang
disediakan oleh Restoran.

[ SRV

C.

Dengan nama Pajak Hlburan dlpungut pai,ak atas setiap

. penyelenggaraan Hlburan.

Dengan nama Palak Reklame dipimgut- pajﬁk atas- seti_ap

, penyelenggaraan Reklame

Dengan nama Paigk Penerangan Jalan dlpungut pajak atas settapf
penggtmaan tenaga hsmk.

Dengan nama Pajak Parkir dlpungut pa_]ak atas penyelenggaraan Parklr
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambﬂan

'dan/ataupemnfaatanAeranah

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

~ dipungut pajgk atas setiap kepemilikan, penguasaan  dan/atau
pemanfiaatan bumi dan/atau bangunan.

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas. TanahdanBanglmandlpungut
pajak atas setiap perolehan hak atas tanahdanlatau bangunan. -

. BaginKesat..




' Bsﬁén Kesatu .
Pa jak | Hotel
Pasal 3

o '(1) Ob_;ek Pajak Hotel adala.h pelayanan yang dlsedlakan oleh Hotel dengan ,
" pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang
- sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

_olah ragadanhlburan. '

(2) Jasa penunjang sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) adalah f; asdltas |
telepon, faksimile, teielks internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika,
transportasi dan fi asihtis sejeris lamnya yang dlsedlakan atau dxkelola ‘

~ Hotel. ~ A

3 Tidak termasuk objek Pa_;ak hotel sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) -

_ - adalah: - _

a. ]asa tempat tmggal asrama yang dlselenggarakan oleh Pemenntah' -

b. jasa sewa apattemen, kondomlmum dan se jemsnya,
c. jasa tempat tinggal di pusaI pendldxkan atan kegiatan keagamaan; -
d. jasa tempat tmggal_dx rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,
panti asuhan dan panti sosial Jainnya yang sejenis; dan
- ¢. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang dlselenggarakan
oleh Hotel yang dapat dlmanfaatkan oleh umum.

o ' R Pasal4 , T
'_.(1) Sub_kaa@k Hotela.alahomngpnbadl ambadanyangmelakukan: -
pembayaran kcpada orang pnbad1 atau badan yang mengusahakan

T Hotel
o "1(2) Waijib Pa_p,;cHeteladalahorangpribadi ataubadanyangmengusauakan - ‘
. Hotel _ A B

(3) Se tlap o



(3) Setiap Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
~ .- memiliki perijinan yang terkait dengan usaha perhotelan dan Wahkota |
atau pejabat lam yang dltun]uk. , - i

'» (4)_

F Pasa! 5

» Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah Jumlah pembayaran atau yang S
. seharusnya dibayar kepada Hotel. , ‘

Iil“l \’ N

~ Tarif Pajpk Hotel dltetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) | B

| Pa@ &7 - | _
(D Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang d1h1tung dengan cara
A mengahkantanfsebagmmanad:maksuddalamPasalGdengandasar

pengenaanlmak sebagalmanadlmaksuddalamPasalS ‘

_ (2) Pajak Hotel yang terutang dlpu.ngut d1 wﬂayah Daerah. .

Pasal 8.
- Masa Papk Hotcl ada]ah 1 (satu) bulan kalender

Baglan Kedua
Papk Restoran'
Sl e ' Pasal 9 RTINSy
; A-(l) Objek PaJak Restoranada]ahpelayanau yang dlsedlakan oleh Restoran - :A e
- (2) Pelayanan L




(2) Pelayanan yang dlsedlakan Restoran sebagaxmana dimaksud pada ayat o
(1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atas minuman yang

__dikonsumsi oleh pembeh ba1k d1konsums1 d1 tempat pelayanan maupun_' o

dltempatl am

( 3 ) Tidak termasuk oblck pagak Restoran sebagmmana dunaksud pada ayat |

(1) -adalah pelayanan yang ‘disediakan oleh pengelola Restoran yang -
- nilai penjualannya tidak meleblhl Rp. 2 .000. 000 (dua juta ruplah) per
- bulan.

Pacal 10

@ Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeh
o makanan dan/atan mmuman dari Restoran. ' :

@ Waiib Pajak Restoran adalah orang pnbacn atau badan yang-
o mengusahakan Restoran o

_ (3) Setiap Waiib Pajak Restoran sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) harus
-memiliki perijinan yang terkait dengan usaha restoran dari Walikota
atau pejabat lam yang dltunjuk :

' pasal 11

" _‘DasarpengenaanPajakRestoranadalahJumlahpembayaranyangdltenma‘
_atan yang seharusnya diterima Restoran.

' Tanf Palak Restoran dltetapkan sebasar 10 % (sepuluh persen)

- Bagemdg o7 B



e Pasal 13 .
_(1) Besaran pokok Pajak thoran yang terutang dlhxtung dengan cara -
ST mengahlmn tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar‘ o
. pengenaan pa_]ak sebagaunana d:maksud dalam Pasal 11 SRS

"':;-’(2) Pajak Restoran yang terutang dlpungutcnwﬂayah Daerah.
. CPasal 4
L Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender

Bagian Kdiga .
- Pajak. beuran o
| Paml 5

B (1) Objek Pa_;ak Hlburan adalah 1asa penyelenggaraan h1buran dlpungut". o

(2) Hiburan sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) adalah
a tontonanﬁlm, ' * :
‘ b pagelaran keseman, mumk, tandan/ataubusana,
c. kontes kecantlkan, bmaraga dansejemsnya,
| :_dpameran, . : .
- ¢. -diskotik, kéraoke, klab ma]am danse_]emsnya,
B sukus,akrobratdansulap,} S o
]" .': pennamanbllyar golfdanbolmg R
L ':.j:_'_i._;h. pacuankuda,kendaraanbermotordanpermamanketangkasan, o
l AU pant et wﬂex\Sl, maadl uajp/spa, dan’ pusat keuug (ﬁtness i
oenter), o , A T
3 pertandmgan olahraga




Pasal 16

'n(l) Subjek PaJak beuran adalﬁh orang Pﬂbadl atau Badan yang memkman ,V L

‘(2) Wa]lb Pajak Iﬁburan adalah orang Pnbadl atau Badan yang R
R menyeienggarakan Hlburan .

: }(3) Setiap Wajib Pajak Hiburan sebagmmana dunaksud pnada ayat (2) harus.‘ o

memiliki perijinan yang terkait dengan usaha hiburan dan Walikota
atau pe]abat lam yang ditunjuk.

Pasal 17

‘ 1 (1) Dasar pengenaan Pajak Hlbm'an adalah _]umlah uang yang dltenma atau
yang seharusnya diterima oleh penyelenggata Hlburan '

(2) Jumlah uang yang seharusnya d:tenma sebagatmana dlmaksud pada -
" ayat (1) termasuk. potongan harga dan tiket cuma-cuma yang dloenkan
kepadapenenma jasa Hiburan. _

Pasaj 18

B&samya tarif pa_pk untuk setiap jenis hiburan adalah

(D Tontonan Film dxtetapkan sebesar 15 % (hma belas persen)

(¥3) Pagelaran

a. pagelaran keseman, kesenian ttadlswnal/hlburan rakyat dltetakan
- sebesar 10 % (sepuluh persen), B _
- b pagelarmlbusana,mumkdantanmodemdltetapkansebesar 15 %(hma o
o belas - B

‘:A"(3) Kontcs kemntlkan bmarag;a, dan seJemsnya ditetapkan sebesar 15 % e

S ;-.44)£ame;én '.,-._';i}}' o



(4) Pameran dltetapkan sebesar 15 % (hma belas persen)

|

(5) Permainan bilyar, pacuan kuda, kenderaan bermotor dan permaman‘ e
ketangkasan dltetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen), R

(6) Bowhng dltetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

- puluh lima persen); -
I(8) Karaoke ditetapkan : sebesar 30 % (tiga puluh persen);
(9) Sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga dan pusat kebugaran

( ‘:“uann S oo utv l.) d‘ wnnlﬂ\ﬁ nql\onn-\ ‘m / I'e aa?'uik‘?emn),

(10) Golf ditetapkan sebesar 25 % (dua pulu lima persen); |
(11) Panti pijat dengan fi asﬂltas mandl uap/spa ¢tetapkan sebesar 30 % (tlga ~
~puluh persen); . '

» 12)Pant1 pijat dengan tanpa fi ashtas mand1 uap/spa dan rd‘we i r‘**etapkan ,
3 sobsar 20 % (dun puluh persen); ' |

| Pasal 19 <

|

@ Besaran pokok Pajak hiburan yang terutang dihutang dengan cara
} mengahkantanfsebagalmanadlmaksuddalamPasalwdengandasar'
i_ pengenaanpapksebagmmanadlmaksudda]amPasalﬂ ~

2) Pajak hiburan yang terutang dipungut di ‘W'layah Dacrah.

'asapa;akmbmadaahl(sam)bmankaiender

(7) DlSklOtlk, Kb malmn dan sejemsnya ditetaphcan sebm 35 % (tzga-'k."f‘ ‘



Baglan Keempat
Pa]ak Reklame
(i) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame -
(2) Objek Pajak sebagaimana dimalsud pada ayat (1) meliputi: n
- a reklame papan/bﬂlboand/vxdeotron/megaﬂom dan se Jemsnya,'
| reklame kain; - . ‘
reklame melckat, shker
,reklame selebaran, _ :
'rek]ame begalan, termasuk pada kendaraan,
"reklame udara, o ‘
. reklame apung

. {:-'_..«q_ R .d" ~ P &

._reklamesuara, o
i reklame film/slide; dan -
- j. reklame peragaan.
3 Tidak termasuk sebagal objek PaJak Reklame andalah

. a. penyelenggaraan Reklame melalui mtemet, telev1s1 radlo warta
' hanan,wartammgguan,wartabtﬂanandansejemsnya,

b. label/merk produk yang melekat pada ba.rang yang diperdagangkan,
’ yangberﬁmgmuntukmcmbedakandanprodukscpmslmnnya,

-*'c.-nama ‘pengenal usaha atau ptef >§ yang dlpasang melekat pada
. bangunan tempat usaha atau profesi- diselenggarakan sesuai dengan

:_"_tke_tentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profes1 tersebut; o
d. khﬁsus nama pengenal usaha sebagmmana dimaksud pada ayat. (3)_f o

humf c dlatm' leblh langxt dengan Peraturan Wa[ikota,

neklame




e.reklame ‘ya'ng diSéienggarak#ﬂ“oleh Pemenntah ey Pemerintah

Pasai22

.’(l) Sub Jek Pajak Rcklame adalah orang pnbadl atau Badan yang- .

‘menggunakan Reklame.

(03] Wajib Pajk Reklame adalah orang pnbad1 atau Badan yang
- menyelenggarakan Reklame.

(J ) Daiam hai P.e i discicigpai axan sendini sceams langsung oleh orang
- pribadi atau: Badan, Wajlb Pajak Reklame ada]ah orang pnbadl atau
- Badan tersebut. -

,(4) Dalam hal Reklame dlselenggarakan melalul plhak .wt'ga, p' hak ke*lga
 tersebut men ]adl Wa}ib Pajak Reklame. .

‘(5) Setlap Wapb Pajak Reklame sebaganmm dm nak:.ui pada ayat (2) harus' :
- memiliki perijinan yang terkait dengan usaha penyelenggaraan reklame
- dari Wahkota atau pejabat lain yang dlttmjuk. '

(6) ljin penyelenggaraan reklame dlbenkan setelah Jumlah pajak terutang
dlbayar Iunas. L

o « | Pasal 23
1) Dasar pengenaan Pa;ak reklame adalah Nllal Sewa Reklame,

) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam

. rupiah yang dihitung dengan mempe*mmbangkan sebagnan atan seluruh
- faktor-faktor benkut

a. Jemsreklame, G A
b. bahanyangdlgumkanuntlﬂcreklame, S |
c lokmlpenempatanreklame; ' f»l",_':iﬂ _ L (. T S

— -




& wakt penyelenggaroan. iR
e Jangkawaktllpenyelenggaraan, : I
'_},'f Jumlahreklame dan T il el
g ukuranmedla rcklame :

@

@

(&)

Dalam hal Reklameé dlselenggarakan oleh pihak ketlga, Nilai Sewa: o

Reklame sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan '
nilai kontrak reklame '

Dalam hal Reklame dxselénggarékan sendir, Nilai Sewa Reklame -

"sebagaimana dimaksud pada @yl (1) Ginatuog SCaSn-nEm reistikan

fiaktor-faktor sebagalmana pada ayat (2)

‘Dalam' hal Nﬂal Sewa Reklame sebagalmana dimaksud pada ayat 3
- tidak - diketahui, dan/atau dlanggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame . .
- drtetapkan dengan menggunakan f akwr f aktor sebagalmana djmaksud

| pedaayat(2).

©)

Caraperhmmgaanlal SewaRcklamesebagalmanadJmaksudpada o

' ayat (2) adalah mengalikan jumlah reklame dengan harga dasar

¢

®

pengenaan reklame dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana

dimaksud pada ayat (2);

Harga dasar pengenaan reklame sebagmmana "““ansu‘ mda ayat (6)
ditetapkan dengaa Peraturan Walikota;

Hasil pﬁhmmgan Nikbi Sewa reklame sebagmmana dlmaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. -

pasal 24

Tanf Pa1ak Reklame dltetapkan sebesar 25 % (dua puluh hma persen)




|  Pasal 35 ~ |
-,.,(1) ‘Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang d1h1tung dengan cara_

engalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan dasar. :

'::,:pe n g € fiaan pajak sehag;umana chmaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
N ;(2) Pa]ak reklame yang terutang dlpungut di Wllayah Dacrah

: : } Pasal 26 ,
Masa Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan kalender

Baglan Kehma
Pagak Penerangan Ja!an :
 Pasab 27 .

’ (1 ) Objek Pa)ak I’enerangan Jalan adalah pengglmaan tenaga hstnk, bmk
o yangdmasﬂkansendmmaupunyangdlpemlehdansumberlmn. S
) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mehputl seluruh pembangkit listrik. -
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagalmana dxmaksud
. ‘pada ayat (1) adalah :
a. penggunaan tenaga listrik oleh mstansx Pemerintah dan Pemenntah
Daerah,

" b, penggunaan tenaga listrik pada tcmpat-tempat yang digunakan olch
: kedutaan, .konsulat dan perwakilan asin'g‘dengan asas timbal balik

: c penggunaan tenaga llstnk yang dlhasﬂkan sendm dengan kapamtas'k_ _
’ertentu yang tldak memerlukan ijin dan mstans1 tekms terkalt. S ER

- Pasa;’jzs',;;_3 e




Pasal 28

(1) Sub_pek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pnbad1 atau badan yang
-da pat menggunakan tenaga hsmk

(2) Wajlb Paﬁk Penerangan Jalan adalah mmg pnbad1 atau badan yangﬁ |

o menggunakantenaga hstnk , S

(3) Dalam hal tenaga listrik dlsedlakan oleh sumber lam, Wa_]lb Pajak'
Penerangan Jalan adalah penyedla tenaga llsmk o

R Pk M .
L EICE

' ‘(1) Dasar pengenaan Pa_yak Peneran@n Jalan adalah N11a1 Jual Tenaga
Llsmk

V) Nllal Jual Tenaga Llstnk sebagalmana chmaksud pada ayat M-
dxtetapkan : ,

a dalamhaltenagahsmkbﬁasaldansumber]amdenganpembayaran;
" Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap
~ ditambah dengan biaya: pemakman kwh/vanable yang dltaglhkan' '
- dalam rekening listrik; -

b dalamhaltenagahsmkdlhasﬂkan sendm, Nilai Jual Tenaga Listrik

 dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,

Jangkawaktupemakalanhsmk,danhargasaManhsmkyang
berlaku di wilayah Kota Pematangsiantar. '

3 Harga satuan hstnk sebagalmana di maksud pada ayat (2) huruf b

ditetapkan oleh kepala Daerah ‘dengan berpedoman pada harga satuan
hslnkyangberlakuuxmﬂcPLN - ‘

'E '_.5‘(1) Tarrf PaJak Pencrangan Jaxan dltetapkan sebmar 10 A (sepuiuh persen)
E o (2) Penggunaan...

e mm—— WA, 1



| (2) Penggtmaan tenaga hstnk dan sumber lam oleh mdustn, pertambangan -
~ minyak bumi dan gas alam, tanf Palak Penerangan Jalan dltetapkan '
- ‘sebesar 3%(t1gapersen) N S

:(3) Penggunaan tenaga hstnk yang dlhasﬂkan semdm, tanf Pajak'
S f Penemngan Jalan dltetapkan sebesar 1 5% (satu}'mmhmapersen) e

_ : Pasal 3 _ :

(1) Besatan pokok Pa]ak Penerangan Jalan yang terutang d1h1tung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan
dasarpengenaanpaja.k sebaga:manadlmaksuddalaml'asalw

(2) Paiak Penerangan Jalan yang terutang dlpungut di wﬂayah Daerah

. (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Ja]an qebaman dlalokamkan untuk '
penyedlaan penerangan Jalan. o . .

| . | Pasal R
- Masa Palak Penerangan Jalan adalah 1 (satu) bula.n kalender

: Bagian ngnam
- Pajak Parkir -
Pasal 33

()] Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

: jalan, baik yang disediakan berkaitan denganpokokusahamaup\myang

-distdiakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedlaan tempat pem11pan

o kendaraanbermotor S

(Zj‘ldak tennasuk obyek pajak sebagannana dlmaksud pada ayat (1)':? e
A adalah S | B

L »&Mwlenggarm e




Ca penyelenggaraan tempat parklr oleh Pememtah dan Pemermtah‘
' Daerah : '

b pcnyelenggaman tempat parkn' olch perkantoran yang hanya
dlgunakan untuk karyawannya sendm dan,

C. penyelenggaraan tempat pa.rkir oleh kcdmaan, konsmat dan .' B
' perwakllan Negara asmg dengan asas tlmbal ballk, S ‘

Pasal 34 |

- { 1\ Qﬂ-mu) Bi'ak Parkir aﬂsﬂah orang pribadi atan’ hanan vang melakukan
parklr kendataan bermotor

) Wailb  Pajak = Parkir adalah orang pribadl atau badan yang
' menyelenggarakan tempat parkir. : '

3 Sd:xap Wajlb Pa]ak Parkir sebagalmana dJmaksud pada ayat (2) harus'

memiliki perijinan yang teikat uengan usaha parklr dan Walikota atau: ' _> -

pejabat lam yang dltlmulk

Pasal 35

1)) 'Dasar pengenaan Pal,ak Parkir adalah jumiah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada peny«elenggara tempat parklr

(2) Jumiah yang seharusnya dibayar sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang dibenkan
kepada penerima jasa Parklr

- ,  Pasal 36 e
:_?Tanfpa,ak DaJur dma,.km mf 0% ruo» pnh:h“ r' ersen) L0

o Pasa137 o




Pasal 37

L (1) Besaran pokok PaJak Parklr yang terutang d1h1tung dengan cara: '
B mengahkan tanf pajak sebagaJmana dimaksud dalam Pasal 36 dengan -
 dasar’ pengenaan pa]ak sebagannana dimaksud dalam Pasal 35 L

(2) Palak Parklryangterutangd:pungutdnwﬂayah Dae,ah o 4: EERC

| |  Pasal 38__ . S
'- Masa Ihl,ak Parklr adalah 1 (satu) bulan kalender.

. Bagian Ketujub
- Pajak Air Tanah
Pasal 39

(1) Objek Pajak A1r Tanah adalah pengambllan dan/atau pemanfaatan Air

. Tanah; : .

" (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanzh adalah pengambllan dan/atau
: pemanfaatan Air Tanah unfuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan

_ pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. -

S : _ Pasal 40 . : )
(1) Sub]ek Pa_|ak A1r Tanah adalah orang pnbad1 atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau 1 nennnfaatanalrtanah.
c 'j(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang
T melakukanpengembllandan/ataupemanfaatanalrtanah. :

(3) Setiap Wajib Paiak Air Tanh scbagaimana dimaksud pada ayat @

o i-li-‘harus ‘memiliki . perijinan yang terkait dengan ‘pengamibiln dan/atau_f""'j
pennnfaatanantanahdanWahkotaataupe]abatlmnyangdltunjuk

Pasal41




5 a. Jems sumber an"

. Pasa141_"_ o
(1) Dasar pengenaan lhl,ak A1rTanah adalathlm Perolehan Aeranah

(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)~ _ o

-dmyatakan dalam tupiah yang dihitung dengan mempertin
sebaglanatau seluruh faktot faktorbenkut N o

;-b lokasi sumber air; S .
- c tuluan pengambilan dan/atau pemanfaatanalr
~ d volume air yang diambil dan/atau dimanfiatkar
‘e kualitas a:u:dan, ' '

L f tmgkat kerusakan lmgkungan yang dlakibatkan oleh pengambllan
dan/atau pemanfaatan air.

(3 Besamya Nilai Perolehan Air Tanah sebagamana dimaksud pada ayat
(1) dltetapkan dengan Peraturan Wahkota

’ Pasal 42 ‘ - :
Tarif Pa Jak Air Tanah ditetapkan sebesar 2004 (dua puluh persen)

- Pasal 43

| (1) Bm pokok Pa)ak An' Tanah yang térutang d1h1t1mg dengan cara -
mengallkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar
~ pengenaan paiak sebagalmanadnnaksudda]amPasal 41. .

- (2) Pq;akAeranahyangtermangdlpungutdlwﬂayahDaerah. ’

- Masa PajakAeranahada]ahl(satu) bulan kalender

Baglan

[ - = -




L BagnanKedelapan e
. PapkBuml dan Bangnnan Perdesaan dan Perkotaan -

L Pasal 48

(1) Oblek Pajak Buml dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah

Bunndan/atauBangunanvangdmhlu,dmkuawdan/ataudxmnfaatkan

" _obhiora ng pritad dau bacian,kecualkay usan yang dlglln akan 1mtukf_.f o

' keitan Wp&bmm peﬂutanan;lax_pertanbangan - a

(2) Termasukdalampengneman Bangunan adalah : . '

a. jalan hngkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan

Aren e b emrmalrnm ok

SG}WI.LI n\ucx, pﬁllln, ua \luf/wvm \auu-;u, Ja.ua uxvzuy JUE LU

n kesatuan dengan kompleks bang\man tersebut,
b jalan tol, C

.¢. kolam renang;

d. pagar mewah;

e tempatolahraga, B

f ‘galangan kapal, dermaga, -

g. tamanmewah, '

 h. tempat penamp\mgan/kﬂang mmyak, air dan gas, pipa mmyak dan

i menpara. .;, L

(3) Obﬁk Papk yang tldak dlkenakan Pajak Bumi dan Bangunan |
Perdesaan dan Perkotaan adalah objek papk yang: . . ,
~a digunakan oleh Pemerintah dan Pemermtah Daerah untuk .

penyelenggaraan pemermtahan -
b digunakan semata-mata untuk m«e]ayam kepentmgan umum dl .

' "bidang - ibadah; sosial, keschatan, pendidikan dan kebudayaan s
E , nas10nal,yangudakd1maksudkanuntukmemperolehkeunnmgan, I




c dlgunakan untukkuburan,penmggalanpurbakala, R |
A'.d merupakan hutan lmdung, hutan suaka alam, hutan Wlsata, taman -
. nasional, tanah penggembalaan dan/atau yang dlkuasal oleh desa, -
S dantanahnegarayangbelum dlbebam suatuhak :
- ‘ie digunakan oleh perwalqlan dlplomatxk, dan konsulat berdasarkan _3 .
asas perlak 'uan tlmbalikL..,.,....‘ﬂan {,’_-{_:;;;‘ -
Ut dign makan oleh bacalanta perw akﬂanlemi »
dltetapkandenganPeratumn Menteri Keuangan. ‘

) Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Palak dxtetapkan sebesar
. ._Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Waijb Pajak.

Pasal 46

(l) Subjek Palak Bum1 dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadl atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
Bumi dan/atau memperoleh- manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai; dan/atau memperoleh manf aat atas Bangunan. _

E (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ada]ah
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
‘Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasax, dan/atau memperoleh manfiat atas Bangunan.

Pasal 47

o '(l) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan P=rdesaan dan Perkotaan
, - adalah NJOP. -
o (2) Besamya NJOP sebaga.lmana dxmaksud pada ayat (1) dlteMpkan setlap
3(t1ga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat dm=tapkan setlap
tahlm sesua1 dcngan perkembangan wﬂayahnya. S T

v(3)Penepatan




A?i':':'--;.f',:.‘;dl te tap kam -

@ Penct apan bemmya NJOP sebagalmana dnnaksud pada ayat (2)‘ i
dltetapkandenganPeraturanWahkota. ‘ . S

. -:Besarnya tanf pajak Butm dan Bangunan Perdesaan thn Pe;kotaL

. a 0 2% (nol koma dua persen) apablla Nllzu Jual Ob]ek Pajak (NJ OP):'
- Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih; _

b. 0,1 % (nol koma satu persen) apabila Nilai Jual Ob]ek Pajak (NJOP) ‘
umJ_;g:‘on I{n ]mﬂnmmﬂmﬁﬂh‘! ﬂ‘&!‘ ‘!'l'll'lﬂ]\\ - N S

W AW W 0 W

Pasal 49

Besaran pokok Palak Bum1 dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak tidak Kena
~ Paiak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4).

Pasal 50
(1) Tabun Pajak adalah Jangka Waktu 1 (satu) tahun kelender. ]
(@) Saat yang menentukan paiak- yang terutang adalah menurut keadaan-
oblekpaiakpadatanggalljanuan

~ {3) Pajak- Bumi dan Bangunan Perdesaan -dan- Perkotaan yang terutang
,_dvlpungutshmlayahDaerah. o ‘

V::’-(I) Pendataan d,]akukan dengahvmengglmaka.n SPOP o
: P < (2)SPOP




(2) SPOP sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus dlbl dengan jelas, -
“benar dan lengkap serta ditandatangani dan dlsampalkan kepada

- o . Walikota, sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han keqa setehh tanggal

o 5._',_';:__';'-.j-_~.d1tenmanya SPOP oleh Subﬁk Pajak. Cr e TR e T

(1) 'Berdasarkan SPOP, Walikota mererbitkan SPPT.

@ Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagm_ -
a. SFOP sevagaania” ulm:m&s.[u dalam Tasal - 51 aya (2) ikiak
disampaikan dan setelah Wajib Paiak ditegur secara tertulis oleh
. Walikota sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; _
b. Bexdasarkan hasil pemeriksaan atan keterangan lain ternyata jumlah
pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung
berdasarkan SPOP yang. dlsampaxkan oleh Wajib Pajak.

B a gn a n Kesembnlan
Bea Pemlehan Hak atas Tanah dan Bangnnan
. Pasal 53

1) Objek Pa_pk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
Perolechan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

| (’.\ Ppmlehan Hak atas Tanah dan/atay &n,,ounansebaga.mana dlmaksud :
padaayat(l) melippti: - .. L
“a. Pemmdahan hak kamna e




: 4.:,-,-.-,:'3)hb°h Ll
n 4) hlbah waSJat; -
ke 6) pemasukan.dalam perseroanataubadanhukum lam,
3 7) pemmhan hakyang mengakibatkan peralihan, L
8) renunjukan’ pembeh dalam k,lang,

9) pelaksanaan pmusan haklm yang memp1mya1 kekuatan hukum "
tetap; :

- 'f11) peleburan usaha; |

7 12) pcmekaranusaha,atau _

13) hadish. -

b. Pembenanhakbarukarena, _ _
1) Lelanjutanpelepasanhak atau ]
. ?)diarpelepasan hak.

- 3) Hakatas Tanah sebagaunana dlmaksudpada ayat (1) ada]ah

. a Hakmﬂlk, '
b. Hakgunausaha,

c. Hakgunabangunan

d. Hekpaka;
o e fHakmxhkatassatuanrumahsusun,dan
. f Hakpengelolsan. - T
(3) "Objk pajak yang tidak dikenskan Béa Porclohan Hak atas“Tanah B
; danlatauBangunanada]ahobjekpalakyangdlperoleh R

7 10) peﬁggauungaﬁ Gsana; - e s



e l & perwakllan dlplomatlk dan konsu]at berdasarkan asas per{ukuan
b negara untuk penyelenggaraan pemenntahan dan/atau untuk

pelaksanaanpembangunangunakepennnganumum, ,;,_, L

& badan atan perwahlan lembaga mtemasmnal yang dltetapkan _'

_-dengan. Peraturan’ Menteri - Kevangan dengan syarat ‘tidak

" meénjalankan usaha atay melakukan keglatan lain di Iuar fungst dan" g
tugas badan atan perwakllan organisasi tersebut;

~ d. orang pnbadl ataubadankarenakonversthakataukarenaperbuatan
‘ hukum]mndenganudakadanyapembahannama,

e orax_lgpr_lbadxataubadankarenawakaf,dan
f. orang pribadi atan badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
, : . ~ Pasal 54 . V
(1) Subjek Paipk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah -
- orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas. Tanah dan/atau
Bangunan.

(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bang\man adalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau
_ :Bangunan. , ,

Pasal 55 ‘
< '(1) “Dasar _pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banglman adalah
"~ " Nilai Pero lehan Objek Pajak. - :

o ?(2) Nilsi Perclehan Obick Pajak Sebaga'mm dimalud Pada ayat (1)’ '

"”gl@;ualbehadalahhargauansaksl, o

Bofending o3




"b tukarmenukar adalah mla1 pasm‘
o c.hxbahadalahnﬂalpasar;,,,if _'; |
T “‘;"_V_‘:;d, hlbah wasiat adalah mlaf pasarﬁ

Fa pemxsahanhakyangmengakibatkanperahhanada]ahndanpasar, |

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyal
kekuatanhukumtetanadaiahnﬂalpasar' :

i- pembenanhakbamatastanahdlluarpelepamnhakadalahmlal
. pasar;..

B j pembemnhakbamatastanahsebagalkelamutandanpelepasanln
adalah nilai pasar;

k penggabungan usaha adalah mlax pasar
L peleburanusahaadalahmlalpasar
'm. pemekaran usaha adalah nilai pasar'
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atan
o penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang
. tercantum dalam nsalah lelang . o , :
3 Jika Nilai Perokhan Ob_;ek PaJak sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
- huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atan lebih rendah dari

»4'padaNJOPyangd1gtmakandalampengeﬁaanPa,akBmmdan>
~ - - Bangunan ‘pada tabun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang
dlpakmadalahNJOPPalakBumldanBangunan. B .




" (4) Dalam hal NJOP. Pajak Bimi i dan Bagunan sebagalmana dimoksud pads

ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak
~ Bumi dan- Bangunan dapat dldasarkan pada Surat Keterangan NJOP A
S Pajak Bum1 danB ¢ an gum - i
B (5) Surit’ Keterangan NJOP Pijak Bumi dan Bangunan sebagalma"' B

dlmaksud pada ayat (4) adalah bersfat sementara. '

7(6) Surat cteranga |
dimaksud pada ayat “@ dapat diperoleh di Kantor Pa]ayanan Palak atau
instansi yang berwenang di Kota Pematangsmntar

" (7) Besamya Niki Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan

sebesar B.p $0.000.8.00,0 {enard puinl: juba rupials) wntak Stiap Wajb

Pajak.

C ® Dalamhalperolehanhakkarenawansatauhbahwasﬁyangdltenma |

- orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suamifistri, Nilki Perolehan
Objek Pajak Tidak Kena Pajak dltetapkan sebesar Rp. 300 000 000,-

(ﬁgaratuswta rupiah).

' Pasal 56
Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banglman dxtetapkan sebesar 5%

- _(hmapersen) :

Pasal 57 :

(l) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

. terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

.-.dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan miak sebagaimana dimaksud

dal am Pasal 55 ayat (1). setelah dikuran _

Tldak Kcna P‘ajak sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 55 ayat ('7) dan
(3) : o S '

i NJOP Psjak Bumi dan. Banguﬁanlt sebgatcia

i Nihi Perolehan Objek Papk



(2) BeaPerolehanHakatasTanahdanBangunanyangtemtangdlpungutdt o

(1) Saat terutanguya pajak BeaHPerolehan Hak atas 'I’anah dan/atau |

. Bngonan ditefapkenuntuke: I

a Jualbehadalahsepktanggal dlbuatdandltandatanganmyaakta,

b. ,akm’mkfar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
¢ hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

' d. hitsh wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akia;

e. waris adalah scjak tangga] yang bersangkutan mendaftarkan
peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sepk
tanggal d1buat dan dltandatanganmya akta;

'g pemlsahan hak yang mengalqbatkan pera]ihan adalah sejak tanggal‘ ‘
d:buat dan ditandatanganinya akta;

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang
_ memplmyal kekuatan hukum yang tetap; ‘ ,
i Pemberian hak baru atas Tanah sebag.n kelanlutan dan pelepasan ‘
hak adalah se_]ak tanggal dlterbltkannya surat keputusan pembenan
~hak;

- 'j. Pemberian hak baru di Iuar pelepasan hak adalah se_]ak tanggal
o dxterbttkannyasmatkepumsanpembenanhak; o L
.. k Penggabungan - -usaha adalah se]ak tanggal dlbuat dan
L dltandatanganmy‘aakta, _ R A ’«:i‘-fa{‘:

LPeleburan y :.




L Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan dltandatangamnya

S _-‘_ Lm. Pemekaran usaha adalah sepk tanggal dlbuat dan dltandatanganmya
. n. Hadlahadalah sepk tanggal dlbuat dandltandatanganmya akta, dan =
LT ‘;o.el'ang adalah s¢ ,Jak tan}gal pemnpkan pemenang tlang 'A

(2) Bl yang terutan g hiarusdilunasi pda smt tegadm m pellehan hak

: sebagalmana dzmaksud pada ayat (l)

Psreal 59

(l) Pe jabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta
~ pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak
" menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.
(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau
- Bangunan setelah Waub Pajak menyerahkan buktl pembayaran pa]ak
. berupa SSPD. o
'(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaﬂaran
: Hak atas Tanah atau pendafiaran peralihan Hak atas Tanah setelah

Wairb Paiak menyerahkan bukti pembayaran paiak berupa SSPD.

Pasal 60

¢)) 'Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang

membidangi pelayanan lelang negara mekr porkan pembuatan akia atau
‘risalah. lelang Perolechan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada

* 'Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. -

»_f;;__(-2) f_Ketentuan kbih bniat mengena1 sistem dan prosedur pemungutan Bea

T ,’5-":?;">f?Brol ehanHhk-Afas TanahdanBangunan dlatur lebih lanjut dengan;';"‘z.
ST P ératuranWahkoh. L




Pasal 61

:(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notans Vdan kepala kantor yang
e .,-memblda“gl pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan -

- ,'”*sanksl'admmsuaufbempadenda sobesar Rp. 7.500.000,- ‘(mjuhjuta* )
'~:11maratusnburup1ah)unmkset1appdanga_a__ L '

e (2)ijabat Pembuat Akta Tanah[Notans “dan kepéla kantor yang'.'

‘membidangi pela; yanan lelang negara, yang melanggar ketentuan
-‘sebagalmanadnnaksuddalamPasaIGanat(l)dlkenakansankm

administratif berupa denda sebesar Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh
' ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan ' yang melanggar ketentuan.
~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"BABII
PEMUNGUTAN PAJAK
’ Bagnan Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 2
) ' Pemungutan Pajak dllarang dlborongkan.

" (2) Setiap Wajib Pajak waijb membayar pajak yang terutang berdasarkan
 ‘Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib ‘Pajak
berdasarkan pemturan pemndang—undangan perpalakan. _

o : : _ Pasal 63 . .
(D) _;Wa}lb Palak yang memenuhl kewajlban peqaLakan berdasarkan
7 pen etapan Walikotajd!bdng anmeng gunakan SKPDatau dokumen.' o

38

a dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan -



| (2) “okumen lam ya.:.g dlpersamakan sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1), berupa karcis dan nota perhltungan. ' '
(3) Jenis pajak yang dlpungut dengan pemenuhan knewajiban perpa|akan .

. berdasarkan pemetqaan Wahkota seb@lmana dlmaksud pada a)at (I)"__ ;
;j_'adalah R | | ‘
| e :a Pa]akAeranah,
b, Pajak Rcklame, dan f
'c PajakBumldanBagunanPerd&saandanPerkotaan

‘ : _ Pasal 64 :
(1) Wajlb Pajak yang imemenuhi kewauban perpalakan sendm dlbayar"
.~ dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(2) Jenis pajak yang dipungut dengan pemenuhan kewajiban perpajakan
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (] adalah ‘

- Pajak Hotel; =
Pajak Restoran;

_Pajak Hiburan =~ '

Pajak Penerangan Jalan;

e. Pajak Parkir; dan ‘
f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar,
jelas dan lengkap serta dltandatangam oleh Waijb Pajak atau kuasanya.

. 94.9'9'9’

S : » l’asal 65 - ' L
) (l) Khusus untuk BPH'I'B pa_]ak terutang dlbayar dengan menggumkan“ a
S SSPD.. i
S ‘.5(2) SSPD sbagalmana dlmaksud pada ayat (l)Juga mempakan SFI'PD »
(3)SSPD




- (3) | SSPD sebagalmana dlmaksud pada ayut—’ 1) dxsampmkﬂn kepada B

e ‘penehtlan. B N

.;(1)'
" SPPT, SPTPD,  SKPDKB dan SKPDKBT scha

Walikota atau Pejabat yang dlttmjuk sebagal bahan untuk dﬂakukan'

'Tata mra penerbltan SKPD atau dokumen lam yang dlpersamakan,}"

‘dimaksud

" dalam Pasal 63 ayat (1) dan- Pasal64ayat(1)d1atur'dengan Peraturan
© Walikota. . '

%))

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara penglslan dan penyampa1an

- SPPT, SKPD atau dokumer lin yang dipersamakan, SPTPD,

SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dalam Pasal 63 ayat (i) dan

- Pasal 64 ayat (1) dlatur dengan PeraturanAW_;alikota,

3}
o Wahkota dapat men«erbltkan

Pasal 61 A
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,

a. SKPDKBdaJamhal

l) jika berdasarkan hasd pemenksaan atau keterangan lam, pajak
‘yang terutang tidak atau kurang dibayar; =~ -

 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bari kerja dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagmmana
dltenmkandalamsurattegutam '

‘ 3) Jlka kewajiban meng1s1 SPTPD tidak dlpenuhl, pajak yang'

temtangdlhmmgsecarajabatan

b ,SKPDKBT Jlka dltemukan data baru. dan/atau data yang' semula A

| Begkemdamg

7 belun terung.kap yang m en jnbhanp enanbaban jumlah pagk
‘: ' yang terutang. _

s _c)SKPDN




S c SKPDN Jlka _,um.ah yajak yang t°rutang sama be‘;arnya dengan
o ]umlahkl‘edltpajak ataupauaktldakterutangdantldakadakredlt
oo paek : .

' ?"5i“~}j,-."f'(2)f 'Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagalmana
S 'f"_vdlmaksudpadaayat (1) huruf a angka 1) danangka2) dikenakan sanksi
Sl :admmxsu'atlf berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dlhmmg
" ‘dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangks waktu
- - paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dlhmmg sejak saat terutangnya

- opajak.

" (3) Jumlah kckurangan lmak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaunana

Aumnbmu! ant‘n nyl\t ( 1) 1\1 1'- £ ‘n f‘ lrnnn'rnn e o nl‘m‘::h;v‘mhf bzﬂupa

.. kenaikan seb&sar 100% (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak
~ tersebut. .

)} Kenalkan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) txdak d:kenakan _]lka
‘'Wajib Pajk melaporkan sendiri ~ sebelum dllakukan tindakan
pemeriksaan.

(5) Jumlah pa)ak yang terutang dalam SKPDKB sebaga.lmana dimaksud
- pada ayat (1) humfaangkaB) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajpk yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dthmg sejok ...

‘ "saat temtangnya pagak ,

- ‘BagianKedua

IR SuratTag;hanPa,ak |
L Pasal 68 o
;{jf'?_Wahk.otadapatmenerbukm STPD jika: Rt
a. pajakdalamtahunbeqalantldakatankurangdlbayar;




b dan has:l penehtxan SPTPD SPOP terdapat kekurangan ﬂemtaj& an-
sebaga1 akibat salahuﬂlsdan/atau salahhltung, ‘

o e Waﬁb Papk dxkenakan sanksx admlmstratlfberupa bunga dan/atau =
dend& S . A

_f_j_ '(2) Jum]ah kekurangan Inlak yang terutang da]am STPD sebagannana-,", ‘

dlmaksudpadaayat(l)hurufadanhurufbdiambahdengansanksyf '

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sctiap bulan untuk- -
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pa_]ak.

(3) SKPD/SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah _]atuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebu]an dan dltaglh melalui STPD. :

| n ";Bagian Ketlga ' o _
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 6

4y Pembayaran pajak dilakukan di Kas Umum Daerah atan tempat lain '
yang -ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPPT, SKPD, SPTPD ‘SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

@ Apablla pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang dituniuk, hasil
penerimaan: pajpk harus- disetor ke Kas Umum Daerah selambat-
lambatnya 1x 24Jam atau dalam waktu yang dttentukan olch Walikota, -

- -(3) Pembayaran pajak sebagaxmana dimaksud pada ayat @ dan ayat @
dll..kunan (hlga n menggunakan SSPD L
S % D Pasal 70 o .
', (1) Wahkota mencntukan tanggal Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran

terutangnya Imak dan palmg lama 6 (enam) bulan sepk tanggal
dltenmanya SPPT oleh Wajlb Palak o




s e

- (2) SPPT SKPD SKPDKB SKPDKBT S"‘PD Sm'at Keputusan‘ _

o Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang

. .. . menyebabkan jumlah ‘pajak yang harus dibayar bertambah merupakan

< dasar penagihan ajak dan harus dikmasi da]am Jangka waktu palmg
o ']amal @atu) bulan se]ak tanggal dlterbltkan_ o

. . - .,".‘(3_)' ,‘Wahkota aias permolmonan Wapb Pajak setelah memenubl pera yaratan_:_
" an g ditentukan dapit memberikan persetyivan kepada Wajib Pajak

" untuk miengangsur atau menunda pembayaran pajak, denigan dlkenakan -
: bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

@ 4Ketentuan leblh laniut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,A

4+ Aowwnn £ w Y O Y ACRE T ﬂnn WO va‘n N e bawnm= seals Aintarn
WI.I.!.”.I- ?v u..tuﬂ,lu-lx, B)Mv—u WAL QASLVARS LASIR JAS N LarlALFRAILALL T e “SSAUALEA

o dengan Peraturan Wahkota. »

o . , .'Pasal-“'n"
(1) Paiak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
"~ STPD, Surat Keputusan Pembet\ﬂan, Surat Keputusan Keberatan, dan

. Putusan Banding yang tidak atau kurang dlbayar oleh Wajib Pajak pada

o 'waktunya dapat dltaglh dengan Surat Paksa. ‘

" o (2) Apablla hutang pa_]ak tidak dlhmam Wajib Pajak atau Penanggung
- Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat

. menerbltkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

o . (3) Apabila hutang. pajak dan/atan biaya penagihan pajek tidak dllunam

setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan
pen;ualan secara lelang terhadap barang yang dlslta melalul Kantor
Lelang. . o '

('4)A»Penag|han pajak dengan Surat Paksa, Penyxtaan dan Pelelangan :'
S dllaksanakanbetdasarkan peratutan penmdang—undangan




Bagxan Keempat _
Keberatan dan Bandmg
L s Pasal 72 e
e (1) Wa"b Pajak dapat menga]ukan keberatan hanya kepada Wahkota atau i
S pejieb a‘»yangditunrukatassaatu, R
‘ 7 .-, f;a. SPPT e T
b SKPD;

c. SKPDKB
_'“a SCPp KBl
- e SKPDLB;

£ SKPDN;dan

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
_ketentuan peraturan penmdang—undangan perpaiakan daerah.

" (2) Keberatan yang diiukan secara tertuhs dalam ‘bahasa Indonesm dengan
- . disertai alasan—alasan yangjelas R

(3) Keberatan harus djukan dalam _]angka waltu paling lama 3 (tlga) ‘bulan
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana
‘dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
‘bahwa jangka “waktu 1tu tldak dapat d1penuh1 karena keadaan diluar
*kekuasaannya, -

(4) Keberatan dapat diajukan apabﬂa Wa_;ib Pa_]ak telah membayar palmg
, sdxklt s Jumlah yang telah: dlsetu]ul Waub PaLak o
'(5_) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagalmana dxmaksm:i" '

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dlanggap sebagal ,
Surat Keberatan sehmg@ tldak dlpertlmbangkan S




(6) Tanda penenmaan Surat Keberatan yang dlbenkan oleh Wahkota atau
' pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui
L sumtpostercatatsebagaltandabuktlpenenmaansuratkeberatan. o

L L 'Pasal73 N S

1 (1)Wahkotadalamjangkawamupahnglamalz(duabelas)bmansejak‘

' tanggal Surat Keberatan diterima, harus memben keputusan atas
keberatanyangdlajukan. ‘

. (2) Keputusan Wahkota atas keberatan dapat berupa menerima selm'uhnya

—— ST R, LY AR ARt

(3) ‘Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) telah lewat
~ dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diaiukan
tersebut dianggap dikabulkan.

. Pasal 74

(1) Walib Pajak dapat mmgamkan permohonan bandmg hanya kepada
Pengadﬂan Pajak terhadap keputusan mengenal ‘keberatannya yang
dltetapkan oleh Walikota. o

2 Permohonan banding sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
_jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dan surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Dengmpen permohonan banding nen argguhkan kewajiban membayar
- paigk sampai dengan 1 (satu) bulan se]ak tanggal penerbltan Putusan
Bandmg _ ,




Pasal 75

(1) Jika pengquan keberatan atan permohonan bandmg mkamm
sebaglan ‘atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajk dikembalikan
dengan dltambah imbalan bunga sebesar’ 2% (dua persen) sebu]an untuk
pahnglama24 (duapuluhempat) bulan

i ’(2) Imbal anbmgasebag almanailmaksud pada ayat (1) dlhltung se'ak
- pulan pdunaansampaldengndxterbltkannya SKPDLB.
A (3) ‘Dalam hal keberatan Wa)ib Pajk ditolak atau dlkabulkan sebaglan

~ Waijb Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%
‘(lima puluh persen) dari jumlah paiak berdasarkan keputusan keberat an
dlkmangl dengan pajak'“yang tehh dlbayar sebeium mengajukan

. keberatan. _
(4) Dalam hal Wapb Pa_]ak mengajukan permohonan bandmg, sanksi
" administratif berupa denda sebesar 50% (iimia puluvh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak- atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda. sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlsh paiak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pat,ak yang telah dlbayar sebelum

. mengajukan kcberaian. '

‘ BaglanKehma '

Pembetula n, Pembatalan Pen gurangan Ketetapan, dan Penghapusan ‘
atau Pengurangan Sanksi Adnnmstratlf '

Pasal 76 -_ .? '

(1) Atas permohonan Waub Pajak atau karena Jabatannya, Wahkota dapat ‘
L ,membetulkan SPPT SKPD, SKPDKB SKPDKBT atau STPD, SKPDN
- “atay."SKPDLB - yang -daldm ‘penerbitannya terdapat kesalahan ‘tulis’ -
© 7 danfatan’ kesalahan hitung dan/atau kekeliruan' penerapan keténtuan
L ,-,tertentu da]am peraturan penmdang—undangan perpaLakan daerah

(2) Walxkéia




N ~-(2) Wahkota dapat: -

" a mengurangkan atau. menghapuskan sank31 admmxstranf berupa’
bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan

Adlkarenakan' ‘kekhﬂafem _Wa}b Pajak atan bukan karena a
e kesalahannya, L o
g e rizurangkan’ atau mnbatalkan SPPT SKPD SKPDKB,.‘"."
SKPDKBTatau S’IPD SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

o mengurangkan ataumembata]kan STPD; '
d membatalkan hacil nem _ oricvan  otan ‘!rs-'tp'fsihan" naiak  vang
dilaksanakan atau d1terb1tkan tidak sesuai dengan tata cara yang
. ditentukan; dan -~ _
e mengmangkan ketetapan pa_]ak terutang berdasarkan pemmbanga_
kemampuan membayar Waijib Pajak atau kOIldlSl tertentu objek
_ papk. _
)] Ketentuan lebih hm_,ut meéngenai tata cara pengurangan atau
: _penghapusan sanksi administratif dan: pengurangan atau pembatalan
‘ketetapan pajak sebagaimana dJmaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Walikota. -
' PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
I’asal77 -

oAb Atas keleblhan pembayatan Pa;ak, Wajib Pagak dapat mengajukan o
permohonan pengembahan kepada Wahkota ,

(2) Walikota dalam jangka waktu paling | lama 12 (dua belas) bulan, sejak:_' .

‘ perpa_]akan dacrah, - dalam hal sanksi tersebut .

:ditérimanya’ permohonan pengcmbahan *kelebihan ‘pembayaran Palak' .

sebagmmana dlmaksud pada 3 yat (1), harus membenkan keputusan.
' N (3) .Apablla




(3)

o

- (®

Apabxla dalam Jangka waktu sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) b'ah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan -suatu keputusan,

- - permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
"'"--:ﬂ'SKPDLB harus dlterbltkan dalam Jangka waktu palmg ]ama 1 (satu)._ -

bulan.

Apabﬁa Wal_,mb Pai,ak mempunyal utang pajak lamnya, keleblhan .
_“pembayaran. pajak . sebagaimana dimaksud = pada ‘ayat (1) langsung '
dlperhmmgkan tintuk melunasi terleblh dahulu utang ‘pajak tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran palak sebagalmana dimaksud
pada ayat(l)dllakukandalam1angkawaku1palmglama2(dua)bulan

- T -
scjak ditrbislannya SKPDLE.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran pm;ak dllakukan setelah lewat

- 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua

-- pe ren) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran

M

pajak

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebag;nmana dlmaksud pada ayat (l) dlatm' dengan

' Peraturan Wahkota.
'BAB vV _
KEDALUWARSA PENAGIHAN '
' Pasal 78 o

Hak untuk melakukan penaglhan pajak men_]adl kedaluwarsa sete]ah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,

o fkecuall apabila Waijb Pa]ak melakukan tindak pldana di bldang ,

Kedaluwarsa penaglhan pauak sebagalmam d1maksud pada ayat (l)’.'
; tertangguh apablla. Lo o




- a. dlterbltkan Surat Teguran dan/atau Surat Paks& atau. _ S
'S ada pengakuan utang pa)ak dan Wapb Pa_lak, balk Iangsung '

; mauptmtldaklangsung L -

ik ;(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagmmana -

dlmaksudpadaayat @ humfa,kedaluwampenagman dﬂnumg sjak

'{4)1:;Pengakuan utang paJ.ak secara Iangsung sebagalmana dlmaksud pada- |
ayat (2) huruf b adalah Waj'b Paiak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyal utang paiak dan belum melunasi kepada Pemermtah
Daerah.

{5) Fengakuan utang secara tidak langsung sebagaunana dimaksud pada
. ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib

Pa Jak.
Pasal 79

'6)) Pmtang Paigk yang tidak mungkin dltaglh lagl karena hak untuk
~ melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dlhapuskan I

A (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Plutang Pajak yang v
' sudah kedaluwarsa sebagaimana.dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih knjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Pa_]ak
o ang sudah kedaluwarsa dlatur dengan Peraturan Wahkota. ‘
BAB VI L. 4
o PEMBUKUANDANPEDERIKSAAN -
'  Pasal 80 o

(l) Wajlb Pajak yang melakukan usaha dengan omzet palmg sedlklt Rp
300 00.0.0100, - - (tiga - fratus  juta rupiah) per tahun . waﬁb .

menyelenggamkan pembukuan a1tau pencatatan

MM‘ .
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(2) Wa:i) “alak yang dlkecuahkan dan kewa_uban menyelenggaman
,pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib
. melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
.. melakukan' keglatan ‘usaha yang sesuai dengan ketentuan’ _peraturan -
pemdang-lmdangan perpajakan dlperbolehkan nmg’htung pen_]ualan
) dengam. norma perhltunu an. ‘
: (3) Perib ul kuan a Iau penca 1ta1tantersebut harusdlselenggarakandengan
memperhatlkan itikad baik dan mencennmkan keadaan ataw keglatan
usahayang sebmamya. -

(4) Pembukuan atan pencatatan harus dlselenggarakan dengan

IS g UniaKa) noial 1aiin, aingka amq saluan maia uang ruptiab, dan
dlsuslm dalam bahasa Indmwa.

%) Pembukuan diselenggarakan dengan prmsxp taat asas dan dengan stelsel
akrual atau stelsel kas.

(6) Pembukuan sckurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai
~ penjuabn dan pembelian sehmgga dapat dihmmg besarnya pa]ak yang
- terutang. B

(7) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadl dasar pembukuan atan

: pencatatan dan dokurnen lain termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atan secara program
aplikasi on line waub disimpan selama 5 (lima) tahun.

(8) Ketentuan lebih Ianjut kriteria Wapb Pajak dan penentuan besaran
" omzet serta bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dlmaksud
pada aya:t (1) diatur dengan Peraturan Wahkota.

T Pasa181 , :
o -:"(1) Wahkota berwenang me]akukan pemeriksaan untukmengu_u kepatuhan"
pemenuhan kewajiban perpapkan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturanpemndang-lmdangan perpal akan daerah. ;’ o

ST (2)Untuk




o pengenal pemenksa dan d1lengkap1 dengan Surat Permtah Pemenksaan>
3 serta memperhhatkannya kepada Wa]_ib Pajak yang dlpenksa.

etiksawajib:

o a _memperhhaﬂ:an dan/atau nnmmjam~n buku atau ca,tatan,

".'-»':'__-f_-_'dokumen yang memadl dasamya dan dokumen lam yang' ,

h berhubungan dengan Objek Pal,ak yang terutang e B

b. membenkan kwempatan untuk memasukl tpat atau ruang yang

' dlpandang perlu  dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/aian

C. membenkan keterangan yang dlperlukan.

@ Buku, mtatan, dan dokumen, serta data, mformam, dan keterangan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajis Pajak
paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan
disampaikan.

(5) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan keglatan usaha tidak

~memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) schingga
‘tidak dapat dihitung besarnya jumlah piak yang terutang, maka
perhxtungan jumlah pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ’
(6) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
- serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban
untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu
d itedaken oleh permintaan untuk keperhan ,ramnks..an svbaga:mana
dnnaksudpadaayat(l), S ' ,
Pasal 82

. (1) Wallkota berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang;an: - .

" terteritu serta barang bérgerak dan/atau tidak bergerak ‘apabila Waijb

" Paiak tidak memenuhl kewafban s«ebagalmanadlmaksuddalampasal T
"___Slayat(S)hurufb o me DT
(Z)Ketentuan




(”) Ketentuan leblh Ian]ut —mengena1 {ata cara penyegelan sebagaunana_'
dlmaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wahkota, o '

: g ?’Pasal B

. '»  (1) Tatacampemeﬂksaandlaturdenganpem Wallkota R
: (2) Tata cara pemeriksaan seba tmaﬂ

aima dlmaksudpadaayat(l)dxantaranya_'

mengatir tentang pemenksaan uIang, jangka waktu - o
kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
-kepada Wa_ub Pajak, dan hak Wa_|ib Pajak untuk hadlr dalam

ditentukan.

" (3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wa_pb Pajpk tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) schingga
penghitungan nilai objek kena pajak dilakukan secara jabatan, Walikota
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada
- Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak wntuk hadir
_'dalampembahasanakhlrpemenksaandalambataswakulyang
_dltentukam o , _
' o BAB VI _
INSENTIF PEMUNGUTAN |
Pasals4 |

(1)' Instansi yang melaksanakan pemungutan Palak dapat diben msennf atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

B (2) Pembenan insentif sebagalmana dimaksud pada ayat (l) dxtetapkan

melalul Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah.

KR -:}_-_-( 3) Ketentuan lebih hnjut mengenal tata cara pembenan dan pemanfaatan

“insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlatur dengam Peraturan"',','
Wahkota mengacu pada Peraturan Pemenntah _

BAB VI]I




R BABVHI
o KETENTUANKHUSUS
Pasal 85 S

Vu.::%"(l) Setlap hpejabat‘dlhrang membentahukan kepada“ plhak lam segala'.:" -

N sésuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak
S rangka qbaﬂan atan lkceqann )untuk menJalankan ketnentuanﬂ ‘
+ . N : - ,‘. ah e

:(2) Laranga.n sebaganilaﬁa dlmaksud pada ayat (l) berlaku Juga terhadap
 tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam
. pelaksanaan ketentuan peraturan nerundang-undanean _ mak_ag
“daerah -

(3) Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana yang dlmaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahhyang bertmdak sebagai saksi atau saksi ahh
dalam sidang pengadilan;

b. )abat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau
instansi pemerintah yang 'berwenang melakukan pemenksaan
dalambldang keuangan daerah. o :

(4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memben ijin tertuhs
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli

“scbagaimana dimaksud pada ayat (2),- agar memberi keterangan,

. memperlihatkan ‘bukti -tertulis dari atan tentang Wajib Pajak kepada

‘pihak yang ditunjuk. ~

(@) Uniuk . kepentingan pemeriksaan di P'cngaculan dalam_perkara . pidana..
: 'atauperdata,ataSpermmtaanhalamsesualdenganHukumAcara
- Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi ijin tertulis
- .+ ‘kepada pejabat - sebagaxmana dimaksud pada ayat (1), dan Tenaga Ahli

- ~.sebagaimana -dimsksud ‘pada ayat (2), untuk -memberikan ‘dan
 memperlihatkan bulctl tertuhs dan’ keterangan Wajlb Pajak yang ada

C'I’adaﬂy%L B ‘

| 3‘1’*‘“@ . 53 ‘




--‘(6} Dermmtaan hak1m —sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) harus,
" menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
-~ -~ - -diminta, serta_-kaitan antara perkara pldana atau pendata yang_ ,
R .;"bersangkutandengan AR

' Pasal 86

(1) Pejabat Pegawa1 Negeri Snpll tertentu di lmgkungan P wta & ierah -
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyxdxkan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagannana dimaksud

~ dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagmmana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Dacrah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesual dengan ketentuan peraturan
_ penmdang—undangan.

3) We wenang Penyidik sebagalmana dunaksud pada ayat (1) adalah B
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajpkan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut men_]adn leblh lengkap dan. '

,__Jelas,‘ : e

" b. meneliti, mencari dan mengumpulkan leterangan mengenal orang

. -pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
o sehubungandengantmdakpidanaperpmakanDaerah, . ‘
;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbadx ataubadan
' sehubungan dengan tmdak pldana di bldang perpa_]akan Daerah,

g d memenksa buku, catatan, dan’ dokumen lam_ berkenaan deng.an":_

tmdakpldanadlbldang perpuakan Daerah ‘
: e m el akukan




& melakukan penggeledahan untuk mendapatkan— bahambuku
pembukuan, ‘pencatatan, dan ‘dokumen lam, serta melakukan
penyltaan terhadap bahan bukti tersebut, ’

f memmta bantuan tenaga ahhdalam rangka pelaksanaan tugas’
}g. menyuruh berhentl dan/atau melarang seseorang menmggalkan.
' " ruangan atan tempat pada saat pemetik
memeriksa identitas orang, benda, danfatan dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tmdak pldana perpajakan

S L

i. memanggii orang umux di dénga'r‘wkéterangannya dan diperiksa
- sebagai tersangka atau saksi;
e menghenhkan penyldxkan, dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
‘tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan keientuan
~ peraturan perundang-undangan. :

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 0] membentahukan saat
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan kctentuan yang diatur dalam Undang—Undang
Hukum Acara Pidana.

. BABX
KETENTUAN PIDANA -
Pasal 87

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tldak menyampalkan

SPTPD/SSPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan - keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangandaerahdapatmpldanadenganptdamklmmganpalmglama 1 -

~ (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kah Jumlah pal,ak :

_ terutangyangtldakataukmangdlbayar ’ )
- : o J:"-_(JZ)-.WaL‘lbe.».: o

By s

an sedang: berlangsung dan o



(2)

Wajlb Pajak yang dengan sengala tldak menyampmkan SPTPD/SS PDA

‘atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

o keterangan yang tidak benar sehmgga merugikan keuangan daerah
oo -dapat dipidana dengan pldana penjara paling lama 2 {(dua) tahun atay -
pldana denda pahng banya.k 4 (empat) kah jumlah pajak terutang yang '

- deak pldana -dlbldang perpapakan daerah udak dltuntut setelah me]ampam"

' jangka waktu 5 (lima) tahun sejk saat terutangnya pajak atau ‘berakhimya

' Masa Pajak atau berakhlmya Bagian Tahun Pajak atan berakhirnya Tahun '

raJan yaig leug,nuw.il

W
@

©)

'_Pasals9

Pejabat atau tenaga ahli yang dltunjuk oleh Wahkota yang karena‘
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana

- dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pxdana denda palmg banyak
Rp. 4. 000 000, (empat juta mplah) .

Pejabat atau- tenaga ahli yang drtunjuk oleh Wahkota yang dcngan'
sengaja tidak memenuhi kewajibarinya atau seseorang yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana

~ kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) hanya dilakukan. atas pengaduan orang .yang

o kerahasmannya dilanggar.

BRCE:
... sesuai. -dengan - sifatnya adalah - menyangkut  kepentingan . pribadi
SR ‘,;seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dljadlkan tmdak

Penuntutan pidana sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) dan ayat (2)_

Pasa190 »»,{; .

| Bgheiy N




Pasal 90

L Dendasebagalmanadlmaksudda]amPasal 85 danPasaL&'l ayat(l)danayat |
"*i',.-:_,,:—':_“,(2)merupakanpenenmaanNegara. R

BAEXI LT
- KETEY l’i‘UAl\ | PERALIHAN

"’-PadasaaIPaaturanDaerahmlbeﬂaku, Papkyangmasnhteruté.ﬁg
berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Pematangsiantar sebelumnya mash dapat ditagih selama jangka waktu 5

) (hma) tahunterhltung se_;ak saatterutang

"BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 92. ’

(1) Dengan dlberlakukannya Peraturan Daerah ml, maka segala peraturan

tentang - Pajgk Daerah Kota Pematangsiantar dan peraturan
pelaksanaannya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tehun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagalmana telah diubah
dengan Undang:Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas -
‘Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2000
- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor
+-4048) dicabut dan dmyatakan tidak berlaku lagi. ‘ ‘

 (2) Ketentuan ‘mengenai Pajpk Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

.. Perkotaan sebagaimana diatur ‘dalam- Peraturan - Daerah. ini mulai
ST betlaku "pada - tanggal ‘1 Januari 2012 berddsarkan Undang-Undang
- Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak DaerahdanRetnbum Daerah:

Pasa193




- o ,,"dmtur dengan Peraturan Wahkota

L 4 T Pasal 93 A
Ketenmamleblh lan)ut mengenal teknis. pelaksanaan Peraturan Daerah m1

Pasa]94

ol Pcrwhuanmmhm;mu]a;berlakupadatanggal dmndangkan

Agar Setlap orang mengetahumya, mein emtahkan penglmdangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah: Kota
Pematangsmntar : .

Disahkan - di Pematangsiantar

" pada tanggal 21 Maret 2011 ‘

- WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,
dto

' HULMANSITORUS .

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 22 Maret 2011

' SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,

- dto -
DONVER PANGGABEAN




' Sesua1 dengan amanat Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

| . PENJELASAN ATAS _ S
" PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGS[ANTAR
o _NOMOR: ‘6 TAHUN 2011 . i

o TENTANG -~

PAJAK DAERAH :

Pemerintahan dserah mb 2 Bmerits b Dyah mempun yai hak dan
kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
untuk = meningkatkan - efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan  dan  pelayanan kepada. masyarakat.  Untuk
menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Pemerintah Daerah berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat -

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahlm 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan
Peraturan. Daerah baru yang berkaitan dengan Paiak Daerah sebagai.

_salah satu upaya untuk mewuiudkan terciptanya kemandirian dalam

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah.

.Penetapan Pajpk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
- Reklame, Pajgk Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolchan Hak
Atas Tanah dan Bangunap dibarapkan mampume nambeh sumbei-

sumber pembiayaan, memngkatkan partisipasi dan peran serta

’ »'masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah, sehmgga dapat memml,ang terwujudnya kesejahteraan
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CukupJelas

o Cukup;élas_.
Pasal4 .
» Cukup jelas.
PasaIS o
" Cukup jelas.
Pasal 6
o Chkupj,elas. |
'Pasa17
' Cukup jelas.
" Pasal 8
o Cukupjelas.
S v’-Pasal9 . o
| , Cukup]elas.
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Cukupjelas T
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Pasal 28 “
R O:w:En_mm...,..
Pasal 29
Cukup jelas.
. .“,_.waauo.‘ o
| S O&Ev._o_mms
B _waaw_ .
-~ Cukwp u.a_mm.
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Pasal 33

. Cukupjelas.

) ,.....wmm&wa ,

..._,_aﬁwwgaumwm;z._




_,A.A_Yanglm 1aksud eﬂgan 7] wasan” adalah semua tanah,f
~'danban gungn  ‘yang - digunakan - oleh ‘perusahiaan
"' perkebunan, perhufanan, dan pertambangan di tanah yang
T d1ben hak gumausahaperkeblman, tanah yang diben hak




' ':Hurufd '

B V.Hurufe

Cukup Jelas R

pengusahaan hutan dantanahyang menjadl wﬂayah usaha ‘

pertambangan.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “fidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek paiak

* . iiu diusahakan untuk melayani kepentingan umum,

‘dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari
* yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah,
- sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan
nasional tersebut.  Termasuk pengertlan ini adalah
hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hutufc o

Cukup Jelas
OJkupJelas. o '

ks Cukupgelas’




Penetapan Njop dapat dllakukan dengan.

"~ a. - perbandingan harga dengan Objek lain yang se jenis,
adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai
jual suatu  obgk pajak dengan cara

= o membandingkannya dengan objek pajak lain yang

sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya

sama dantelah d1ketahu1 harga Jualnya. G

b. nilai perolehan - bary, - ada]ah  suam
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek
pajk dengan cara menghitung seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada

. saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan
~ penyusutan berdasarkan _ kondisi ﬁs1k objek‘ '
tersebut. .

e nilai jual . penggantl, - adalah m
o ”pendekatan/metode penentuan nilai jual suatn objek
-papk yang berdasarkan pada hasﬂ produksx objek o

A Pada dasamya penetapan NJQP adalah 3 (tlga) tahun ,
G e S AR sekah : ] R




| ijntuk Daerah tertentu | yang perknembangan.'-
- pembangunannya mengaklbatkan kenaikan NJOP yang
.. . .cukup besar, maka penetapan NJOP dapat dltctapkan‘,_

Nilai jual untuk bangunan sebelum dliérapkan tarif paipk
dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tldak Kena Pa_]ak
sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluhi juta ruplah)

Contoh. _
- Wapb pa]ak A mempunyal ob]ek pajak berupa: .
- '_Tanah seluas 800 m2 dengan hal'ga_]ual Rp 30000000/m2

‘ - - Bangunan seluas 400 m2 dengan mlaJ Jual Rp
| . - 350.000,00/m2; '

- Taman seluas 200 m2 dengan mlaljual Rp 50.000, 00/m2;

- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 15 m
’ vdenganmlaljualRpl7500000/m2 '

Besamya pokok pajak yang terutang adalah sebagal benkut:
L __NJOP Bumi 800 X Rp 300. 000,0(_) Rp 240 000 000 00 :

L33 .

2 NJOPBangunan -
T a. Rmmhdangaram Sl
e 400xRp35000000 Rp140000000 010 ,

o Bymdag 66




Pasal 52

| 200xRp 50000 0 o= Rp 10.000_.00’0,00

(120x15)xRp175 000 00=

= Rp‘ _.50000000 _
T ‘o @ NJOPB an g inan ,,‘__Rpl&saoooooo

 Nilai Jual Objek Pajek Tidak Kena Pajak—Rp 10.000.000,00
 Nilai Joal bangunan Kena Pjak ~ =Rpi71.500.000,00
3. Nilai Jual Objek Pajok Kena Pajpk ~ =Rp411.500.000,00

4 Tanfpajak ef.kﬁfyang dltctapkan dalam Peraturan Dacrah 0,1
%.

5 PBB terutang' 0, l %xRp411 500 000 00 = Rp411 500 00
_ Pasal 50

o Cukup jelas

| Pasa151

Cukup Jelas

Ayat @
; Cukup Jelas
M@ .

Penetapan SKPD ini hanya untuk - Pajak Bum1 dan
Bangunan PerdesaandanPerkotaan :




- ,Pasal60
i asa161

i Pasal &

R V»Wa_pb Pajak “A” membeh tanah dan bangunan dengan
‘Niki Perolchan Objek Pajak =Rp65.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tldak_Kena_PaLak—.RpG0.000.000,00
-~ Nilai Perolehan Objck Paiak Kena Pajak - =Rp5.000.000,00
" Pajak Yang Terutang= 5% x Rp 5.000.000,00 =Rp2 50.000,00

. Pasal 58

. Cukupjelas

. Pasal 59

Ayat (1)

’ Cukupjelas
Ayat (2) | : :
- Yang dimaksud dengan “risalah lelang’ adalah kutlpan

risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor
yang membldangl ;ﬂa yanau lelang Negara .

Cuk_up;elas

Cukup Jelas




Ayat(l) e AR T

o ;Ketentuan"mimenga‘tur tata’ cara pengenaan'pa]ak, ya1tu
R _dltetapkan oleh Wahkota'atau dxbayar.sendm oleh Wa_pb ‘

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pagak‘setelah '
terlebih dahulu ditetapkan oleh Walikota. melalm SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan

pajgk yang memberikan kepercayaan kepada Wajib
Paiak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,

dan ‘melaporkan sendiri pajpk yang terutang dengan
menggunakan SPTPD. = ‘

~ Pasal63
Cukup ]elas
Pasa164
- Ayat (1)

Wajib Pajak yang memenuhl kewai jbannya dengan cara '
membayar sendiri, diwajibkan me laporkan pajak yang
terutang dengan menggunakan SPTPD.

_ Jika Wa_]lb Pajpk yang diberi kepemyaan menghltung,
ST -mﬁnpnmamgkan,rnnmbayar,‘dan melaporkan- ‘sendliri — -
- ... pajak yang terutang tidak memenuhi kewaijbannya
- sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB '

. : danlatauSKPDKBTyangmenﬁdlsarana' nag
Cukup Jelas

Ayat (3)

%WJ | e




e . Cukupjelas. -
P Pasal65 R - ST
S CukllpJelaS L e T
R Cukupjelas SRS RIR
| * Pasal 67 TR N |
_Ketentuan ini mengatur penerbltan surat ketetapan pa_]ak atas
 pajak yang dlbayar sendiri. Penerbltan sutat Ketetapan pajak
N 'dlmjukan kepada Wajlb Pa!ak tertcntu :yang dlsebabkan oleh .

v

B me vuhl kewa_pbant Iormal‘ dan/atalu klewa]lban
1 Seorang Wa_]lb Pa_lak ndak menyampalkan SP’I‘PD
pmiatahunpa_;ak2009 Setelahdltegurdalam_]angka
waktu  tertentu juga belum menyampaikan SPTPD,
_ makadalamlangkawaktupahnglamaS(hma)tahun'_
. Wahkota dapat menerbltkan SKPDKB atas pajak .
e g Seorang Wajb Payk menyampaikan SPTPD pada ‘
o . tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5
A coL “(hma) tahun, temyata danhasﬂpemenksaan SPTPD ’




. terutang yang kmang bayar ’fPrsehut, W.ll;knta dapat
CoRe S menerbitkan bKPDKB ditambah dengan sanks1
¢ . administeatif. =~ .. o
R T 5‘"'*?%;'*";3-5Wajlb Pajak Sebagalmana dxmaksud dalam contohj_-j
.. yang ftelah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam -
7 jangka wakin paling lama S (lima) tahun sesudah

* -pajak ‘yang -terutang ditemukan data baru dan/ataw -

data yang' semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak  yang
terutang, Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Waiib Pajak berdas arkan hasil pemerdcasn Walksts -
ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya
~ dengan jumlah kredit pajk atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak, Walikota dapat ’
o menerbitkan SKPDN. :
- ‘ Hurufa
' ' Angka Hn
: - Cukup jelas.
Angka2)
Cukup jelas.
Angka 3)

Yang dimaksud dengan ‘penetapan papk
o secara jabatan” adalah penetapan besarnya
T . - pajak terutang yang dilakukan-oleh Walikota
- © - .. atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data .
- yang ada atau Keterangan lain yang d1m111k1’

"'.‘oleh Wallkota atau Pejabatyang dltunjuk.

'315643:&:15 L I B =




Hurufc S
Cukup ]elas -
Ayat(2) A R
- iKetentuan ini mengatur sank51 terlndap Wa_]lb PaJak _

. w 0 yang tidak -memenuhi kewajlban perpajakannya yaitu
.7 mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar -
2% (dua persen) sebulan dari paiak yang tidak atau
- terlambat dibayar untyk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bhlan atas pajak "yang tidak atau
terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga
dihitung sejak saat terutangnya pajpk sampai dengan
d1terb1tkannya SKPDKB.
Ayat (3) | R
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuh1 kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau
- data yang semula belum terungkap yang berasal dari
~ hasil pemeriksaan sehingga papk yang terutang
" bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari
- jumlah kekurangan paiak. Sanksi administratif ini tidak
~ dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum
'-‘-"dladakantmdakanpemenksaan ‘ .

Ayat (4) | A
Cukup Jelas L
Ayat(5) - C
if-‘Da]am hal Wa_]lb Pajak t1dak» Clmlhl kewajlban

- huruf a. angka 3) yaltu %_,b Pa;ik tidak mengisi-
SPTPD yang seharusnya dllakukannya, dlkenakan sank51 B

pada ayat (1) -



=

-'--ff-.admmlstratlf bempa kcnalkan pajan sebesar’ 25% (dua

puluh lima: persen) dari pokok pal iak yang temtang

" " Dalam kasus ini, Kepala Dacrah meritapkan pajak yang_
B "fterutang secara jabatan m«elalul penerbltan SKPDKB R

" Selain sanksx admlmstratlfberupa kenaikan sebesa: 25%V

Pasal 68

Pasa169

( d uapuluhhmapersen) danpokok miak yang ferutang

juga ‘dikenakan - sanksi administratif berupa bunga

. sebesar 2% (dna persen) sebulan dihitung dari pajk
~ yang kurang atau terl#mbat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat
terutangnya. paiak sampai dengan diterbitkannya

- SKPDKB.

Cukupjelas

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukupjelas

. "Pasal T

Pasal 72

@M ‘

Cukupjelas =

'.""~-Pasal73 _’
| Cukupjelas




Pasal 5
Cukupjelas
_ Pasal76
o Ayat(l)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a o
Cukup jelas. !
Wyrafh
Cukup]elas
'Hurufc :
Cukup]elas. »
_Huruf d _
A Cukupjelas
Hurufe —~ - - _
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek
~pajk”, antara lain, lahan pertanian yang sangat
terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai
4 -~ atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.
CAyat@
Cukup jelas. _
Pasal 77 - ‘
Cukumelas
Pasal 78




(hnlpjelas -
RS C“k‘PJelaS: L S
PasalSl R S T
S Cukupjelas ST e
| _Cukupjelas |
Pasal 83
o Cukup jelas
At |
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan
pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas
pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pa_]ak
Ayt Q)
" Pemberian besamya insentif dltampung pada Anggaran

Pendapatan dan Belanjp Daerah (APBD) Kota
Pematangsiantar.

Ayat 3 . o
Cukup _]elas

Pasa185_
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. Pasal 91

'-__,fPasa193

= 'A"Pasal %

Pasa188 o
| Cukupjelas -
Pasa189 SR

Ayat(l)

DR _~‘Pengenaan pldana kurungan dan pxdana denda kepada o
. ‘pejabat tenaga " ahli' yang _ditunjuk -oleh ~ ‘Walikota
dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai
-perpajakan daerah tidak a!akau diberitahukan kepada pihak
lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan
- keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan derah

tidak ragu-ragu.

CAyat(d
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayt (@)
| Cukup jelas.
Pasal 90 B
Cukup jelas

Cukupjelas ,
PaSal 92 C ~
‘ Cukupjelas R

Cukup jelas_f;'f,'f_‘:;




